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IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 2003
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ABSTRAK

Pralam  pelaksanaan [:ll_"-ﬂf__'.EI.{J.E'IE['I harangfjasa senng didapatkon prosedor
pengadoan barangfasa vang tidak sesual dengan ketentuan Keppres MNomor 86
Tahun 2003 tentang Pedmman Pelaksansan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah,
batk yane bersifat adminsitratil maupun teknis, Rersifal administratil misalnya
tidak dilakukannva pengomoman di media massa dan  kesalahan dalam
pencanluman  persvaratan pendaflaran, sedangkan vang bersilar wkns seperld
kesalahan penghitungan volume dan kemahalan barga serta kelidaksesoaian antara
baruneasa yang dikicim dengan spesifikasi barang/asa vang ditetapkan.

Berdasarkan hol  tersebn maka  vang menjadt permasataban datam
penulisan skripst Ini adalsh: {1) Bagaimanaksh  Pelaksanaan  Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah di BSUP DE. M Djamil Padang. (2} Hambatan-
hambalan apa sajakah vanp dihadapi oleh RSUP DR M. Djamil  Padang <an
upaya penanggulangannya dalam mencrapkan Beppres Nomor 80 Tahun 2003
tentany Pedoman Pelaksanaan Penpadaan BarangJdasa Pemenniah,

Metode penchiian vang dilakukan dengan pendekatan vundis empiris
merupakan penelitian hokum yang mempergunakan data pomer. Penelitian ini
beriujusnn untuk menelin dan mengumpulkan daty pnmer yvunyg diperoleh langsung
dari pihak-pihak vang terkait sebagal parssumber, Data primer diperoleh dan
surnber data vang penentuannyva didasarkan pada teknik paerposive sampling, vailu
tcknik pengambilan sampel dengan pectimbangan-pertiimbangan tertentu,

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasl keppres Nomor 8O
[ahun 2003 fentang Pedoman Pelaksanaon Pengadann Barang/Jasa Pemerintah di
pEUP DR, M, Djamil Padang felsh dilaksanakan scsoai dengan petunjuk
pelaksampannya,  Keseluruhan tahapan telah dilalui denzan baik mulal dan
perencanzan hingga evaluasinya. Sejumiab fakior vang mempenparuhi proses
kebijakan pengadaan barangfass, sntara lam yaite sikap pelaksana panitia
pengadaan barangjass, sumber dayva manusia, sistem komunikasi vang dibangun
antar panitia pelaksana pengadasn barung/asa. Meskipun pelaksanaannya telah
sesuai dengan penunjuk lapangan akan tetapl masib ditemukan hambatan dalam
pelaksanaan Keppres tersebut dan upayva pesangpulangannyva, Hambalan e
adalah hambatan yang bersumber duri kinera panitia Peneadaan. hambatan sistem
tan  hambatan pibak rekanan vang mengirim barang tidak sesuval. Upava
penanggulangannyy wdalah upaya bagaimana peraturan seharsnva dijalankan dan
ppayva sanksi yang dikenakan,
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BARE 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah
satu alal untek mengeerakkan roda perekonomian. Oleh karena mu, penverapan
anggaran melalu pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting. Namun,
tidak kalah penting dan itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan vang efekul
dan efisien serta ckonomis wntuk  mendapatkan manfase maksimal dari
pencounasn anggaran Telah banyak sorotan diarshkan pada berbagal masalah
di seputar pengadaan baranifasa untuk kepentingan pemenntab, antaea lan
karena banyaknva penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun
pengawasannya |

Pengadaan atan pembelanjaan harang kebutuban suatu orgamsasi perlu
dilakukan untuk mendukung  pekerjaan sehan-hari yanzg  bersifar  rutin
{operasional, pemeliharzan, atauw pemenuban kebutuhan kerja setap hari),
maupun pekerjaan vang bersifat sementara (temporary) vang bersifat investasi,
penambahan kapasitas terpasang, atau provek, vang dilakukan untuk mencapai
suatu npuan tertentu vang telah ditargetkan * Selama i sudah akrab ditelinga
kita berbagai bentuk penyalahgunsan kekvasasn  dalam  kaitan  dengan

pengadaan barzngfasa, seperti pengpelembungan dana (mard ), manspudasi,
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pengadaan yang tak ditenderkan, ketidzksesuaian barang vang dibeli dengan
harga dan  sebagainya, yang memberkan  peluang  dengan  berbagai
penyvelewengan pada instansi-instans pemerintah

Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa menurut Pasal 3
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Bareng/Tasa Pemerintah adalah ebsien, elekul terbioka, hersamg,
transparan dan adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel Pengadaan barang/jasa
setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pads Rencena Tahunan vang
merupakan  penjabaran dari Rencana  Strategis Instans;, karena  memang
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan twgas dan fungsi instans:

Sebenarnyva hal im bukanlah sesuatu yamg tidak diketahwi oleh
pemerinteh,  dalam rangka mengurang: penggelembungan dana (maek wp),
pengadazn harang/jasa oleh pemerintah perlu dilaksanakan dengan efekufl dan
efisien dengen memperhatikan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka
dan perlakuan adil pada semua pibak. Dalam rangka mengalur pengadaan
barang/jasa untuk keperluan pemerintab, pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan baru melalw Keppres Nomor 80 Tshun 2003 tentang ["edoman
Pelaksangan Pengadean  DBarang/fasa  Pemernntah, wvang  dimana  telah
mengalami tujub kah perubaban dengan perubahan terakhir yaitu Perpres Rl
Nomor 93 Tabun 2007 tentang perubahan ketujub atas Keppres Nomor 80
Takhun 2003

Secary umum proses pengadaan barangfasa selama ini masth belum

dapat menghasilkan harga vang kompetitt dan cenderung berharea lebih tinge
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BAB IV

PENLTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hastl penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sceara
umum implementast Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Fabwn 2003 tentang Pedoman Penpadaan Barang/lasa Pemerintah 7 Rumah
Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang telah dilaksanakan sesuai dengan
petunjuk  pelaksansannya.  Keseluruhan  tzhapan-tahapan  dalam  proses
implementast lelah dilakubkan dengan batk. Namun demikizn dari hasil
penelitian juga masib ditemukan berbagai hambatan dalam implementasi
keeppres Momor B0 Tahun 2003 teotang Pedoman Pelaksannan Penpadsan
Barang/Jasa Pemerintah. Secara lebih terpeningi kesimpulan tersebut diaraikan

sebag berikit

| Proses implementasi Keppres NMomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerimah telah dilakukan muolai
lahap  perencanaan, pelaksanzan hingea tabap evalussi, Dalam tahap
perencanaan sudah  dilakukan  bherbagai  upava  seperti ddentifikasi
kebutuhan  masing-masing unit kerja, pembentukan panitia pengadaan
barangasa, hingga penviapan segala berkas administrasi dan dokumen
untuk pengadaan. Tahap pelaksanaan, dimulal setalah berhasil memilih
rekanan uniuk pengadaan hingpa dibuatnyva kontrak kerja sama dan

terbitnyva Surat Perintah Kerja bagi rekanan vane ditunjuk. Dalam hal ini
b 2 Yang Lf
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